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”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan”. 

(Terjemahan QS. Al-Mujadalah 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(1) Departemen Agama Republik Indonesia 2011. Al Qur`an dan terjemahnya  

Bandung: Diponegoro 
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Unit Industri Bobbin. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pemotongan pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha 

tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain 

yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan 

atau terutang oleh Badan Pemerintah atau subjek pajak dalam negeru, penyelenggara 

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

PT Perkebunan Nusantara X merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang memiliki beberapa kebun yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. PT 

Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin Jember adalah subjek pajak badan 

dalam negeri yang ditunjuk oleh KPP untuk memotong serta menyetorkan pajak yang 

terutang atas transaksi dengan perusahaan rekanan maupun perorangan. Sebagai pihak 

pemotong, Unit Industri Bobbin melaksanakan administrasi perpajakannya dengan 

baik. 

Unit Industri Bobbin menyewa bus kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) 

Kartanegara untuk keperluan antar-jemput para pekerja bobbin. Atas sewa bus inilah 

Unit Industri Bobbin memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan 

kepada Kopkar Kartanegara dengan tarif sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto 

yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah melakukan pemotongan 
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PPh pasal 23, Unit Industri Bobbin wajib memberikan bukti potong yang sah kepada 

Kopkar Kartanegara. Unit Industri Bobbin selaku pemotong juga harus menyetorkan 

dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23. 

Laporan Tugas Akhir ini dilengkapi dengan pencatatan akuntansi atas transaksi 

pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa kendaraan yang disesuaikan dengan data-

data yang tercantum di dalam lampiran, seperti SPT-Masa dan Faktur Pajak. 

Berdasarkan SPT-Masa, Bukti Pembayaran Bank, dan Bukti Potong, dapat dipastikan 

bahwa Unit Industri Bobbin tidak memiliki keterlambatan dalam membayar pajak. Unit 

Industri Bobbin juga berusaha mengikuti perkembangan perubahan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, agar dapat melaksanakan administrasi 

perpajakannya dengan baik. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mendapatkan timbal 

balik secara langsung. Pajak yang dibayarkan ini berupa uang (bukan barang). Pajak di 

Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Menteri 

Keuangan. Pengenaan dan pemungutan pajak diatur  pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Segala pajak untuk segala keperluan negara 

berdasarkan Undang-Undang”. 

Pajak memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bernegara, 

terutama untuk pembangunan. Di Indonesia, pajak adalah salah satu penerimaan negara 

yang sangat potensial, karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak. 

Pada tahun 2010, pajak menyumbang sekitar 70% dari jumlah keseluruhan penerimaan 

negara. Penerimaan ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan demi 

kepentingan bersama dan pengeluaran-pengeluaran rumah tangga negara.  

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak merupakan kunci utama besarnya 

penerimaan dalam sektor pajak yang diterima oleh negara. Saat ini, kondisi perpajakan 

di Indonesia sangat kacau, banyak terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh fiskus. 

Hal ini dapat menimbulkan prasangka negatif masyarakat terhadap pejabat pajak di 

Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang enggan membayar pajak karena mereka 

berpikir bahwa pajak yang telah dibayarkan nantinya tidak akan digunakan untuk 

membiayai pembangunan namun akan dikorupsi oleh fiskus nakal. 

Melihat kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat akan pentingnya membayar pajak, 

seperti melakukan sosialisasi yang diadakan oleh pihak-pihak dari Kantor Pelayanan 

Pajak atau mahasiswa perpajakan di daerah setempat, memasang banner atau reklame 

tentang perpajakan di jalan-jalan. Dari berbagai upaya yang dilakukan 
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oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor 

pajak sehingga upaya pembangunan di Indonesia dapat lebih optimal. 

Menurut Mardiasmo (2000:91), ada berbagai macam pajak di Indonesia yang 

secara garis besar dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan nantinya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sedangkan, pajak pusat adalah 

pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan nantinya akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara. Contoh pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), 

pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan. 

Adapun macam-macam Pajak Penghasilan (PPh), antara lain PPh Pasal 23. 

Ketentuan dalam Undang-Undang PPh Pasal 23 yang mengatur pemotongan 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam 

PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek 

Pajak dalam negeri, penyelenggaran kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya. Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 selama 3 (tiga) tahun terakhir 

selalu mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 2,97%, tahun 2015 sebesar 

4,88%, dan tahun 2016 sebesar 6,28% (htttp://www.pajak.go.id, diakses 04 April 

2017).  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, 

ada berbagai tarif yang dikenakan pada Pajak Penghasilan pasal 23, misalnya 15% 

dari jumlah bruto atas penghasilan berupa dividen, royalti, bunga, dan hadiah atau 

penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tarif sebesar 2% dari jumlah 

bruto dikenakan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguanaan 

harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto 

dikenakan atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, 

dan jasa lain yang telah diatur dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis 
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Jasa Lain sebagaimana uang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) ini, penulis lebih memilih Pajak Penghasilan 

Pasal 23 dibandingkan pajak lainnya, dikarenakan saat pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata penulis pernah membantu melakukan penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa 

sewa kendaraan yang ditangani oleh bagian Akuntansi dan Perpajakan Unit Industri 

Bobbin.  

Unit Industri Bobbin merupakan salah satu cabang dari PTPN X yang bergerak 

dalam bidang pengeringan dan pengolahan tembakau. Unit Industri Bobbin terkenal 

sebagai penghasil cerutu berkualitas. Cerutu yang dihasilkan ini nantinya akan 

diekspor ke beberapa negara, seperti Jerman dan Belanda. Disini, Bobbin menyewa 2 

bus dari Koperasi Karyawan (Kopkar) Kartanegara untuk keperluan antar-jemput 

para pekerja bobbin. Atas jasa sewa ini, Unit Industri Bobbin wajib memungut dan 

memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan kepada Kopkar. 

Dalam melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23, Unit Industri Bobbin 

menggunakan sistem pemungutan self assessment system, yaitu pajak yang terutang 

dihitung sendiri oleh bagian Akuntansi dan Perpajakan Unit Industri Bobbin Jember. 

Berdasarkan penjelasan di atas, tema perpajakan yang diambil dalam 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis lebih menitikberatkan kepada Pajak 

Penghasilan atas Jasa Sewa Kendaraan yang dilakukan oleh Unit Industri Bobbin 

Jember. Maka penulis akan membahasanya dalam Tugas Akhir dengan judul: 

“Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas 

Jasa Sewa Kendaran pada Unit Industri Bobbin Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan,  ada rumusan masalah 

yang ingin penulis kemukakan yaitu “Bagaimana prosedur penghitungan, penyetoran, 

dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa kendaran pada Unit Industri 

Bobbin Jember?”. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata yang dilakukan yaitu untuk 

mengetahui penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas 

jasa sewa kendaran pada Unit Industri Bobbin Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata  

a. Manfaat bagi mahasiswa: 

1) menambah wawasan tentang prosedur penghitungan, penyetoran, dan  

pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan pada Unit Industri 

Bobbin Jember; 

2) dapat mempraktekkan teori-teori yang telah didapat selama masa 

perkuliahan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata; dan 

3) menambah pengalaman pribadi agar lebih mempersiapkan diri dalam 

menghadapi dunia kerja. 

 

b. Manfaat bagi universitas: 

1) meningkatkan hubungan kerjasama antara universitas dengan instansi; 

dan 

2) dapat mempromosikan nama universitas di tengah-tengah dunia kerja. 

 

c. Manfaat bagi instansi: 

1) Menciptakan peluang kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat; dan 

2) Sebagai sarana meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi dan Unsur Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2000:1), pajak merupakan iuran 

wajib dari rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-Undang (bersifat 

dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut. 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak ialah negara dan iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan Undang-Undang 

Pajak yang dipungut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Tidak mendapat kontraprestasi dari negara secara langsung. Dalam pembayaran 

pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2000:2), pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai 

berikut. 

a. Fungsi Budgetair 

Dari segi ini, pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur (regulerend) 

Dari segi ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya: pajak. 
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2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2000:2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut. 

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil di dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaanya yaitu dengan memberikan 

hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran 

dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian 

Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

2.1.4 Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut Mardiasmo (2000:4), hukum pajak memiliki kedudukan diantara 

hukum-hukum berikut. 

a. Hukum Perdata, mengatur hubungan anatara satu individu dengan individu 

lainnya. 
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b. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum 

ini dapat dirinci lagi menjadi sebagai berikut. 

1) Hukum tata negara 

2) Hukum tata usaha (Hukum Administratif) 

3) Hukum pajak 

4) Hukum pidana 

Dengan demikian hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. 

Hukum pajak berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) 

selaku pemungut pajak dengan rakyat selaku Wajib Pajak. Hukum pajak dibedakan 

menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut. 

a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain 

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang 

dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala 

sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara 

pemerintah dan wajib pajak. 

b. Hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum 

materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini 

berisi: 

1) tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak; 

2) hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak 

mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak; 

dan 

3) kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, 

dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. 

 

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2000:7), tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi 3 

(tiga) bagian. 
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a. Stelsel Pajak 

Menurut Mardiasmo (2000:7) pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) 

stelsel yaitu sebagai berikut. 

1) Stelsel nyata (riel stelsel); 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga 

pemungutanya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan 

yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan 

lebih realistis. Sedangkan kekuranganya adalah pajak baru dapat dikenakan pada 

akhir periode. 

2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-

Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya 

pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak 

dapat dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir 

tahun. Sedangkan, kekuranganya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan 

pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada 

awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada 

akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika 

besar pajak menurut kenyataan lebih besar dari anggapan maka Wajib Pajak harus 

menambah. Sebaliknya, jika besar pajak lebih kecil maka kelebihannya dapat 

diminta kembali. 

 

b. Asas Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2000:8), asas pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 (tiga) 

yaitu sebagai berikut. 

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 
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Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang 

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan berasal dari dalam maupun luar 

negeri. Namun, asas ini hanya berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. 

2) Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilannya yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak 

bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan 

Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak 

Luar Negeri. 

 

c. Sistem Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2000:8), ada 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak yaitu 

sebagai berikut. 

1) Official Assessment System  

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. 

Ciri-cirinya: 

(a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; 

(b) wajib Pajak bersifat pasif; dan 

(c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2) Self Assessment System  

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memebri kewenangan kepada wajib 

pajak untuk menghitung sendiri dan melaporkan besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

(a) wewenang untuk menentukan besarny apajak terutang ada pada Wajib Pajak 

itu sendiri; 
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(b) wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang; dan 

(c) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With Holding System 

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak 

Menurut Mardiasmo (2000:9), ada 2 (dua) ajaran yang mengatur timbulnya 

utang pajak adalah sebagai berikut. 

a. Ajaran Formil 

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

Ajaran ini diterapkan diterapkan pada official assessment system. 

b. Ajaran materiil 

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak 

karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment 

system. 

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal antara lain: 

1) pembayaran; 

2) kompensasi; 

3) daluwarasa; dan 

4) pembebasan dan penghapusan. 

 

2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2000:10), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


11 
 

a. Perlawanan Pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan: 

1) perkembangan intelektual dan moral masyarakat; 

2) sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat; dan 

3) sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 

b. Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Contohnya 

meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (tax 

avoidance), penggelapan pajak (tax evasion). 

 

2.1.8 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2000:10), tarif pajak dibedakan menjadi 4 (empat) 

macam  yaitu sebagai berikut. 

a. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak 

sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang 

dikenai pajak. 

Contohnya: penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contohnya: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapapun adalah Rp 1.000,00. 

c. Tarif progresif  

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. Besaran tarif progresif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam negeri terdiri atas: 
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1) Tarif 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,00. 

2) Tarif 15% untuk penghasilan diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan 

Rp 250.000.000,00. 

3) Tarif 25% untuk penghasilan diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan  

Rp 500.000.000,00. 

4) Tarif 30% untuk penghasilan diatas Rp 500.000.000,00. 

d. Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. Namun pada kenyataanya, Undang-Undang Perpajakan di 

Indonesia tidak pernah memberlakukan tarif degresif. 

  

2.1.9 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2000:6), pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian 

yaitu sebagai berikut. 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan 

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal/berdasarkan pada subjeknya, 

dalam arti sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak. 

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tidak 

menyesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak. 

c. Menurut lembaga pemungutnya 

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Bea Materai, PBB Perkebunan, dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. 
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2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitu: 

(a)  Pajak Provinsi, terdiri dari: 

(1) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; 

(2) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; 

(3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan 

(4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan. 

 

(b)  Pajak Kabupaten/kota, terdiri dari: 

(1) pajak hotel; 

(2) pajak restoran; 

(3) pajak hiburan; 

(4) pajak reklame; 

(5) pajak penerangan jalan; 

(6) pajak pengambilan bahan galian gol. C; dan 

(7) pajak parkir, dll. 

  

2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

2.2.1 Dasar Hukum 

Menurut Kismantoro (2013), dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. 

 

2.2.2 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Mardiasmo (2002:20), Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah surat 

yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran 

pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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2.2.3 Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Mardiasmo (2000:22), SPT dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu 

sebagai berikut. 

a. SPT-Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan tau pembayaran pajak yang telah terutang dalam suatu Masa 

Pajak atau pada suatu saat. 

b. SPT-Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. 

 

2.2.4 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT 

Menurut Mardiasmo (2000:25), sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT 

adalah sebagai berikut. 

a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT-Masa 

sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk SPT-Tahunan sebesar Rp 

100.000,00 (seratus ribu rupiah). 

b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau 

tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang sisinya tidak benar karena 

kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 

Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau 

denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar. 

c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak 

benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian 

pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 

tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang terutang 

yang tidak tau kurang dibayar.  
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2.3 Deskripsi Pajak Penghasilan 

2.3.1 Dasar Hukum 

Menurut Yamin (2012), Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian dilakukan beberapa kali 

perubahan dan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008. 

 

2.3.2  Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

”Pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai 

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apapun”. 

 

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan  

Menurut Priantara (2012:173), yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah 

sebagai berikut. 

a. Orang Pribadi 

Yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ini 

berarti pengenaan PPh didasarkan atas penerimaan atau perolehan penghasilan dari 

Indonesia oleh siapapun yang berada atau bertempat tinggal baik di Indonesia 

maupun di luar Indonesia. 

b. Warisan yang belum terbagi 

Merupakan Subjek Pajak pengganti menggunakan NPWP dari WP orang pribadi 

yang meninggalkan warisan tersebut. Kewajiban perpajakan dari WP orang pribadi 

yang meninggalkan warisan belum terselesaikan dan kewajiban perpajakan yang 

timbul atas warisan yang belum terbagi akan diwakili oleh: 

1)  salah seorang ahli waris; 

2)  pelaksana wasiat; atau 
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3)  pihak yang mengurus harta peninggalan. 

c. Badan 

Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha atau tidak yang meliputi PT, Perseroan Komanditer, BUMN, 

BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan 

atau organisasi sejenis, dan bentuk badan usaha lain. 

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

1) Bentuk Usaha Tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari 

badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan 

dengan subjek pajak badan, untuk pengenaan pajak penghasilan, bentuk usaha 

tetap mempunyai eksitensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian 

badan. 

2) Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya 

dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak 

dalam negeri. 

Tambahan Lembaran Negara mengenai penjelasan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, “Subjek pajak tersebut dikenai pajak 

apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”. 

 

2.3.4 Penggolongan Subjek Pajak 

Menurut Mardiasmo (2000:96), yang menjadi subjek pajak adalah sebagai 

berikut. 

a. Subjek pajak dalam negeri  

Subjek pajak dalam negeri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut. 

1) Subjek Pajak orang pribadi yang terdiri dari: 
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(a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia 

lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-trurut) dalam jangka waktu 12 

bulan; atau 

(b) orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai 

niat bertempat tinggal di Indonesia. 

2) Subjek Pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

Indonesia. 

3) Subjek Pajak warisan, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

b. Subjek pajak luar negeri 

Subjek pajak luar negeri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut. 

1) Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 

Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 

12 bulan yang: 

(a) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap 

di Indonesia; dan 

(b) dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap 

di Indonesia. 

2) Subjek pajak badan, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia yang: 

(a) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap 

di Indonesia; dan 

(b) dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesiai bukan dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap 

di Indonesia. 
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2.3.5 Tidak Termasuk Subjek Pajak 

Menurut Priantara (2012: 176), bahwa yang tidak termasuk dalam subjek pajak 

penghasilan adalah sebagai berikut. 

a. Kantor perwakilan negara asing. 

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari 

negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 

pada dan bertempat tinggal bersama-sama merek, dengan syarat bukan warag 

negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan 

lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan 

memberikan perlakuan timbal balik. 

c. Organisasi-organisasi internasionall yang ditetapkan dengan keputusan Menteri 

Keuangan dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 

2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari 

Indonesia selain pemberian pinajaman kepada pemerintah yang dananya berasal 

dari iuran para anggota. 

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 juni 1998. 

 

2.4 Pajak Penghasilan pasal 23 

2.4.1 Dasar Hukum 

Menurut Priantara (2012:337), dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah 

sebagai berikut. 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008. 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh. 
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2.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Priantara (2012:337), Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang 

dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 dan PPh final. 

 

2.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Pohan (2013:144), yang menjadi pemotong PPh pasal 23 adalah 

pihak-pihak yang membayarkan penghasilan adalah sebagai berikut.   

a. Badan pemerintah. 

b. Subjek pajak badan dalam negeri. 

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan dalam negeri. 

d. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk Direktur Jenderal 

Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 meliputi: 

1) akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali 

PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan 

pekerjaan bebas; dan 

2) orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. 

 

2.4.4 Objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Mardiasmo (2000:172), penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 

meliputi: 

a. dividen; 

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan 

pengembalian hutang; 

c. royalti; 

d. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; 

e. bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi; 
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f. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manjemen, jasa kontruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 21; dan 

g. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

 

2.4.5 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 23 ayat (4), 

pemotongan pajak tidak dilakukan atas: 

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan 

hak opsi; 

c. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 

wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis BUMN, 

atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 

bertempat kedudukan di Indonesia; 

d. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang 

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, 

kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 

e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; dan 

f. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan 

yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.4.6 Tarif pemotongan 

 Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, 

atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang 

dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 

badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk 

usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak 
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dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib 

membayarkan yaitu sebagai berikut. 

a. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan: 

1) dividen, kecuali yang diterima oleh BUMN/BUMD, PT, koperasi dengan 

syarat kepemilikan saham tersebut minimal 25% dan dividen tersebut diambil 

dari laba ditahan; 

2) bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain sehubungan dengan 

jaminan pengembalian hutang; 

3) royalti; dan 

4) hadiah dan penghargaan lain yan telah dipotong sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 21. 

b. 2% dari jumlah bruto atas penghasilan: 

1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguanan harta, kecuali 

sewa atas tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan 

yangbersifat final sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh; 

2) imbalan sehubungan dnegan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain meliputi: 

a) Penilai (appraisal); 

b) Aktuaris; 

c) Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan Hukum; 

d) Arsitektur; 

e) Perencanaan kota dan arsitektur landscape;  

f) Perancang (design); 

g) Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi 

(migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT); 

h) Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan 

gas bumi (migas); 

i) Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan 

penambangan minyak dan gas bumi (migas); 
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j) Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

k) Penebangan hutan; 

l) Pengolahan limbah; 

m) Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services); 

n) Perantara dan/atau keagenan; 

o) Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa 

Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan 

Efek Indonesia (KPEI); 

p) Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; 

q) Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 

r) Mixing film; 

s) Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, 

pamphlet, baliho dan folder; 

t) Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, 

termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 

u) Pembuatan dan atau pengelolaan website; 

v) Internet termasuk sambungannya;Penyimpanan, pengolahan dan/atau 

penyaluran data, informasi, dan/atau program; 

w) Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC 

dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang 

lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau 

sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 

x) Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, 

gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan 

atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 

y) Perawatan kendaraan dan atau alat transportasi darat; 

z) Maklon; 

aa) Penyelidikan dan keamanan; 
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bb) Penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

cc) Penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar 

ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa 

periklanan; 

dd) Pembasmian hama; 

ee) Kebersihan atau cleaning service; 

ff) Sedot septic tank; 

gg) Pemeliharaan kolam; 

hh) Katering atau tata boga; 

ii) Freight forwarding; 

jj) Logistik; 

kk) Pengurusan dokumen; 

ll) Pengepakan; 

mm) Loading dan unloading; 

nn) Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga 

atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis; 

oo) Pengelolaan parkir; 

pp) Penyondiran tanah; 

qq) Penyiapan dan/atau pengolahan lahan; 

rr) Pembibitan dan/atau penanaman bibit; 

ss) Pemeliharaan tanaman; 

tt) Permanenan; 

uu) Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau 

perhutanan; 

vv) Dekorasi; 

ww) Pencetakan/penerbitan; 

xx) Penerjemahan; 

yy) Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 

Undang-Undang Pajak Penghasilan; 
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zz) Pelayanan pelabuhan; 

aaa) Pengangkutan melalui jalur pipa; 

bbb) Pengelolaan penitipan anak; 

ccc) Pelatihan dan/atau kursus; 

ddd) Pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 

eee) Sertifikasi; 

fff) Survey; 

ggg) Tester; 

hhh) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan 

pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). 

 

2.4.7 Saat terutang PPh pasal 23 

Menurut Pohan (2014:313), mengenai saat terutang PPh Pasal 23 ini diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Saat terutangnya PPh Pasal 23 

adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan 

jatuh tempo (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa 

lainnya). 

 

2.4.8 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 

Menurut Pohan (2014:314), tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan 

PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. 

a. Pemotongan PPh pasal 23 

1) Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada 

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah dipotong PPh pasal 23, 

karena bukti ini akan dipergunakan sebagai kredit pajak bagi pihak penerima 

untuk diperhitungkan dengan PPh Badan atau WPOP yang terutang di SPT 

Tahunan. 
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2) Berdasarkan Bukti Pemotongan tersebut, oleh pemotong dibuatkan Daftar Bukti 

Pemotongan PPh Pasal 23 yang selanjutnya sebagai bahan untuk dilampirkan 

saat pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. 

b. Penyetoran PPh Pasal 23 

1) Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke kas negara via Bank Persepsi 

atau Kantor Pos atau Giro paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah 

bulan pemotongan. Media penyetoran menggunakan e-billing. 

2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur 

termasuk sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari 

kerja berikutnya. 

c. Pelaporan PPh Pasal 23. 

1) SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana 

Pemotong Pajak terdaftar, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir. 

2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur 

termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada 

hari kerja berikutnya.  

 

2.5 Akuntansi Pajak 

2.5.1 Pengantar Akuntansi Pajak 

Menurut Lubis (2014), akuntansi pajak dimulai pada saat terjadinya transaksi 

yang berimplikasi pada kewajiban dan hak pajak sampai dengan pelaporannya. 

Akuntansi pajak tidak menggantikan akuntansi keuangan atau akuntansi komersial. 

Akuntansi jug atidak ditujukan untuk membuat pencatatan menjadi ganda. Hal ini 

sangat tidak efisien bahkan mengundang prasangka dari Dirjen Pajak sebagai otoritas 

pajak pusat atau Dinas Pendapatan Daerah/ Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai 

otoritas pajak pusat dan pajak daerah bahwa WP membuat pembukuan ganda. 

Tahapan atau siklus akuntansi pajak pada dasarnya sama dengan akuntansi 

keuangan yaitu sebagai berikut. 

a. Identifikasi transaksi keuangan atau transaksi yang berkaitan dengan perpajakan. 
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b. Pencatatan atau perekaman transaksi ke dalam proram aplikasi keuangan. 

c. Penyetoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi. 

d. Pelaporan pajak ke KPP Pratama. 

e. Administrasi dokumen pajak. 

 

2.5.2 Standar Akuntansi di Indonesia 

Menurut Lubis (2014), ada 4 (empat) standar akuntansi yang menjadi prinsip 

akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut. 

a.   Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

 SAK disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Berlaku 

bertahap sejak tahunn 2010 dan ditetapkan berlaku penuh mulai 1 januari 2012. 

SAK digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik. Seperti: emiten, 

perusahaan publik,, BUMN, perbankan, dan asuransi. 

b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

SAK ETAP disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Berlaku 

penuh sejak tanggal 1 januari 2011. SAK ETAP digunakan oleh entitas tanpa 

akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi 

pengguna eksternal. Seperti: perusahaan kelompok usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UKM). 

c. Standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah) 

SAK Syariah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK 

Syariah). SAK Syariah ini digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi 

syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. 

d. Standar akuntansi pemerintahan 

SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berlaku penuh 

mulai 1 januari 2014. SAP digunakan oleh entitas pemerintah dalam menyusun 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD). 
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2.5.3 Metode akuntansi 

Menurut Lubis (2014), ada beberapa macam metode akuntansi yang digunakan 

yaitu sebagai berikut. 

a. Metode penilaian persediaan ada 2, yaitu metode first in first out (FIFO) dan 

metode rata-rata (average). 

b. Metode penyusutan aset tetap ada 3, yaitu metode garis lurus, saldo menurun, dan 

jumlah unit produksi. 

c. Penyusunan laporan arus kas ada 2 metode, yaitu metode langsung dan metode 

tidak langsung (ketentuan SAK). Sedang SAK ETAP hanya ada 1 metode, yaitu 

metode tidak langsung. 

d. Model cost untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk 

anak perusahaan (SAK ETAP). 

e. Model cost untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi (SAK 

ETAP). Model cost atau model revaluasi (SAK). 

f. Pencatatan pajak penghasilan diakuiberdasarkan kewajiban pajak periode berjalan 

dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika terdapat kelebihan bayar, maka 

diakui sebagai aset. Jika terdapat kurang bayar, maka diakui sebagai kewajiban 

(SAK ETAP). 

g. SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan, sedangkan SAK mengatur pajak 

tangguhan. 

 

2.5.4 Akuntansi Pajak Penghasilan pasal 23 

Menurut Lubis (2014:20), setiap pemotongan PPh pasal 23 harus dibuatkan 

bukti pemotongan PPh pasal 23. PPh pasal 23 dibayar paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. PPh pasal 23 dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya 

menggunakan SPT Masa PPh 23, jika terlambat lapor maka akan dikenakan denda 

sebesar Rp 100.00,00. 
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Tabel 2.3 Pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan pasal 23 

Sumber: Lubis (2014:20) 

Pencatatan bagi Akun yang digunakan 

Pihak pemotong atau pembayar Hutang pajak 

Pihak dipotong atau penerima Pajak dibayar di muka 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan 

Tempat kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara 

X Kebun Kertosari Jember, karena lokasi kantor bagian Akuntansi dan Perpajakan 

Unit Industri Bobbin berada di Kebun Kertosari Jember. PT. Perkebunan Nusantara 

X Kebun Kertosari Jember berada di Jalan Ahmad Yani 688, Pakusari-Jember. 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan selama 30 hari kalender yaitu dimulai 

tanggal 20 febuari 2017 sampai dengan 21 maret 2017.  

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata disesuaikan dengan jam kerja 

karyawan Kebun Kertosari Jember yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Jadwal jam kerja karyawan Kebun Kertosari 

Hari Jam kerja 

Senin-jumat 07.30-15.00 WIB 

Sabtu 07.00-13.00 WIB 

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari 2017 

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis ditempatkan pada bagian 

Akuntansi dan Perpajakan Unit Industri Bobbin Jember. Disini, penulis diberi tugas 

untuk menghitung PPh Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan dan melaporkan SPT-Masa 

PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember. Berdasarkan 

kegiatan yang dilakukan selama PKN, maka dari itu penulis membuat Laporan Tugas 

Akhir yang berjudul “Prosedur penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan pada Unit Industri Bobbin Jember”. 
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3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata 

Selama Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melakukan beberapa kegiatan di 

PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang dapat dilihat pada tabel 

dihalaman berikutnya. 
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Tabel 3.2 Kegiatan selama praktek kerja nyata 

Tanggal Kegiatan Penanggung Jawab 

20/02/2017 

 

 

 

 

21/02/2017 

s.d 

22/02/2017 

23/02/2017 

 

 

24/02/2017 

Membantu bidang SDM untuk 

melakukan pengecekan NPWP 

karyawan untuk SPT 

Tahunan 2016 atas formulir 

aktivasi EFIN 

Mengecek data karyawan tetap 

sesuai dengan formasi bagian 

penataan TBN MTT 2017/2018 

Melakukan survey lapangan di 

kawasan berikat Industri 

BOBBIN Jember 

Melanjutkan pengecekan data 

karyawan tetap sesuai dengan 

formasi bagian dan penataan TBN 

MTT 2017/2018 

Deddy Krisna, SE 

Bagian Akuntansi Dan 

Perpajakan Kebun Kertosari 

 

 

Deddy Krisna, SE 

Bagian Akuntansi Dan 

Perpajakan Kebun Kertosari 

Bambang Sihono 

Bagian Asset Kebun Kertosari 

 

Deddy Krisna, SE 

Bagian Akuntansi Dan 

Perpajakan Kebun Kertosari 

 

25/02/2017 

 

27/02/2017 

s.d 

05/03/2017 

 

 

06/03/2017 

 

07/03/2017 

 

 

08/03/2017 

s.d 

10/03/2017 

11/03/2017 

 

13/03/2017 

 

14/03/2017 

s.d 

15/03/2017 

16/03/2017 

s.d 

17/03/2017 

18/03/2017 

 

20/03/2017 

 

 

21/03/2017 

Mengikuti kegiatan jalan sehat 

wilayah TBN IX  

Membantu mengisi SAP (System 

Application and Products) 

karyawan Kebun Kertosari, 

Kebun Ajong, Dan Kebun 

Sukowono 

Membantu menghitung PPh Pasal 

23 atas jasa sewa kendaraan 

Melakukan wawancara kepada 

Koordinator pemasaran bagian 

Jember di Industri Bobbin Jember 

Membantu merapikan arsip-arsip 

karyawan Kebun Kertosari 

 

Mengikuti kegiatan jalan sehat di 

Wilayah TBN XI 

Mengambil berkas EFIN 

karyawan di KPP Pratama Jember 

Membantu menata berkas EFIN 

karyawan Kebun Kertosari 

 

Membantu melaporkan SPT 

Tahunan pasal 21 gaji karyawan 

secara online (e-filling) 

Mengikuti kegiatan senam 

bersama seluruh karyawan 

Melaporkan SPT PPh pasal 21, 

PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 

ayat (2) 

Berpamitan kepada karyawan 

 

 

Karmaji, ST 

Bagian Sumber Daya Manusia 

(SDM) 

 

 

Inni Muawiyyah, SE 

Bagian Akun dan Pajak Bobbin 

Riskiyanto, SE 

Asisten Muda Bagian Keuangan 

Unit Industri Bobbin 

Deddy Krisna, SE 

 

 

Deddy Krisna, SE 

 

Deddy Krisna, SE 

 

 

Deddy Krisna, SE 

 

Deddy Krisna, SE 

 

 

 

 

Deddy Krisna, SE 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh 

penulis melalui kegiatan wawancara pada narasumber terkait. Sedangkan, data 

sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain) biasanya berupa dokumen, catatan. Data sekunder yang 

diperoleh penulis selama kegiatan Praktek Kerja Nyata, yaitu bukti potong, daftar 

bukti potong, bukti penerimaan surat, bukti penerimaan negara, SPT-Masa PPh pasal 

23, faktur pajak dan cetakan kode billing.  

3.3.2 Sumber Data 

Data Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Penghitungan, Penyetoran, 

dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Kendaraan pada Unit 

Industri Bobbin Jember” diperoleh dari staf bagian Akuntansi dan Perpajakan. Data 

yang diperoleh antara lain lampiran perjanjian sewa pemakaian bus, bukti potong PPh 

Pasal 23 atas jasa sewa bus, daftar bukti potong, faktur pajak, bukti penerimaan surat, 

serta SPT-Masa PPh Pasal 23. Selain itu, penulis juga mendatangi Kawasan Berikat 

Industri Bobbin Jember untuk melakukan wawancara dengan Koordinator Pemasaran 

PT Perkebunan Nusantara X bagian Jember. Dari kegiatan wawancara tersebut, 

penulis mendapatkan penjelasan yang lebih detail mengenai sewa bus yang dilakukan 

Unit Industri Bobbin Jember dengan Koperasi Karyawan (Kopkar)  Kartanegara.  
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh penulis didapatkan dari studi kepustakaan dari berbagai 

buku atau referensi lain terkait dengan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini. Penulis juga 

melakukan metode sampling, yaitu dengan menggunakan contoh langsung atas 

transaksi Unit Industri Bobbin Jember dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) 

Kartanegara. Data contoh diperoleh melalui observasi, yaitu meminta langsung 

kepada staf bagian Akuntansi dan Perpajakan Unit Industri Bobbin terkait dengan 

data yang dibutuhkan. Selain itu, penulis juga melakukan kegiatan wawancara untuk 

memperoleh data serta meminta penjelasan mengenai beberapa hal yang belum 

dipahami. Selama proses pengumpulan data, penulis tidak mengalami kendala apapun 

dan berhasil mendapatkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Kendaraan dengan Kopkar Kartanegara yang 

dilakukan oleh Bobbin dan Cigarillos. Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan 

pada jasa sewa bus antara Unit Industri Bobbin dengan Kopkar Kartanegara. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan penulis selama pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja 

Nyata (PKN) di PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan terkait dengan prosedur penghitungan, penyetoran, dan pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan adalah sebagai berikut. 

a. Unit Industri Bobbin menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang 

terutang, yaitu 2% x penghasilan bruto atas jasa sewa kendaraan. 

b. Unit Industri Bobbin menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Bank BPD Jatim 

menggunakan e-billing. Setelah itu, Unit Industri Bobbin mendapatkan Bukti 

Penerimaan Negara dari Bank BPD Jatim. 

c. Unit Industri Bobbin melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Pratama 

Jember. Setelah itu, Unit Industri Bobbin mendapatkan Bukti Penerimaan Surat 

sebagai bukti bahwa Unit Industri Bobbin telah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 

23. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan pengamatan penulis selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

(PKN), Unit Industri Bobbin Jember sudah melakukan penghitungan, penyetoran, dan 

pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan baik dan sesuai dengan aturan 

perundang-undangan yang berlaku. Unit Industri Bobbin Jember harus dapat 

mempertahankan kepatuhannya dalam menyetor dan melaporkan kewajiban 

perpajakannya terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23. 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


43 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Sumber Buku 

Lubis, Irsan. 2014. Mahir Akuntansi Pajak Terapan. Yogyakarta: Andi 

Mardiasmo. 2000. Perpajakan. Yogyakarta: Andi. 

Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 

Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 

 

Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori 

dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media. 

 

Yamin, Muhammad. 2012. Pajak Penghasilan Jilid I. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Universitas Jember. 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Badan Penerbit 

Universitas Jember. 

 

Undang-Undang 

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 141/PMK.04/2015 

tanggal 24 Juli 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaiman dimaksud dalam 

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 

Penghasilan. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta. 

 

 

Internet  

Anonim. 2015. Realisasi Penerimaan Pajak Per 31 Agustus. [online]. 

(http://www.pajak.go.id/ diakses 27 maret 2017). 

 

Petrus, Kismantoro. 2013. Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. 

Direktorat Jenderal Pajak. Diakses 04 April 2017, dari www.pajak.go.id 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://www.pajak.go.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 
 

44 
 

 

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 4. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 5. Daftar Absen Magang 
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Lampiran 6. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Magang 
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Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 9. Daftar Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran 10. Surat Perjanjian Sewa Pemakaian Bus 
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Lampiran 11. Faktur Pajak 
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Lampiran 12. Cetakan Kode Billing 
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Lampiran 13. Bukti Penerimaan Negara 
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Lampiran 14. Bukti Potong PPh Pasal 23 
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Lampiran 15. Daftar Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 
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Lampiran 16. Bukti Penerimaan Surat 
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Lampiran 17. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 
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Lampiran 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 2008 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   a.     bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang 

semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang 

netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan 

lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi 

perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan; 

 

Mengingat :         1.    Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4740); 

 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3985); 

 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3985) 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

 
 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN   KEEMPAT 

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG 

PAJAK PENGHASILAN. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah 

beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: 

a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459); 

b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567); 

c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
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diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan 

Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi 

Pasal Angka 1 Undang-Undang ini. 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat 

(1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut: 

 

 

Pasal 2 

 

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah: 

a. 1.  orang pribadi; 

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak; 

b. badan; dan 

c. bentuk usaha tetap. 

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya 

dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak 

luar negeri. 

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu 

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat 

tinggal di Indonesia; 

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan 
 

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

(4) Subjek pajak luar negeri adalah: 

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi 

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia, yang dapat berupa: 

a. tempat kedudukan manajemen; 

b. cabang perusahaan; 

c. kantor perwakilan; 

d. gedung kantor; 

e. pabrik; 

f. bengkel; 

g. gudang; 

h. ruang untuk promosi dan penjualan; 
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i. pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 

l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 

(dua belas) bulan; 

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas; 

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, 

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan 

kegiatan usaha melalui internet. 
 
(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga 

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 
 
 

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

adalah: 

a. kantor perwakilan negara asing; 

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat 

lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan 

syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 
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memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta 

negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 
 
c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; 

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud 

pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak 

menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan. 

 

 

Pasal 23 
 
 
(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun 

yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, 

dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: 

 

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; 

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; 

3. royalti; dan 
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4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf 

e; 

b. dihapus; 

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: 

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang 

telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2); dan 

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) 

daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas: 

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha 

dengan hak opsi; 

b. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen 

yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (2c); 

c. dihapus; 

d. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i; 

e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 
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f. dihapus; dan 

g. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan 

yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 
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Lampiran 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 141/PMK.03/2015 

TENTANG 

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23  

AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG  

NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN 

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : 

a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, imbalan 

sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% 

(dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan 

untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beebrapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain sebagaimanan dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
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Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4893). 

MEMUTUSKAN :  

 

 

Menetapkan :  

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA  LAIN 

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK 

PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH 

TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 
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Pasal 1 

 

(1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak 

Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai. 

(2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah 

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan 

perundang-undangan tersendiri. 

(3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, 

atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek 

pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, 

atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak 

dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan 

b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk 

dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan 

pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, 

bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak 

termasuk: 
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1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh 

Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang 

melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; 

2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang 

atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan; 

3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia 

jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau 

4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian 

(reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa 

kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. 

 

(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, 

angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar 

pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sepanjang dapat dibuktikan dengan: 

a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan 

dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1; 

b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2; 

c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan 

d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh 

penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b angka 4. 
 

(5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah 

bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar 
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keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai. 

(6) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Jasa penilai (appraisal); 

b. Jasa aktuaris; 

c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

d. Jasa hukum; 

e. Jasa arsitektur; 

f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape; 

g. Jasa perancang (design); 

h. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas 

bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; 

i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak 

dan gas bumi (migas); 

j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas 

bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);  

k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

l. Jasa penebangan hutan; 

m. Jasa pengolahan limbah; 

n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services); 

o. Jasa perantara dan/atau keagenan; 

p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang 

dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 

dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI); 

q. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh 

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);  

r. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;  
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s. Jasa mixing film; 

t. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, 

banner, pamphlet, baliho dan folder; 

u. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, 

termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 

v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;  

w. Jasa internet termasuk sambungannya; 

x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, 

dan/atau program;  

y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, 

AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang 

ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau 

sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 

z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, 

telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang 

konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha 

konstruksi; 

aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan 

udara; 

bb. Jasa maklon; 

cc. Jasa penyelidikan dan keamanan; 

dd. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

ee. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar 

ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa 

periklanan; 

ff. Jasa pembasmian hama; 

gg. Jasa kebersihan atau cleaning service; 
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hh. Jasa sedot septic tank; 

ii. Jasa pemeliharaan kolam; 

jj. Jasa katering atau tata boga; 

kk. Jasa freight forwarding; 

ll. Jasa logistik; 

mm. Jasa pengurusan dokumen; 

nn. Jasa pengepakan; 

oo. Jasa loading dan unloading; 

pp. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh 

lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;  

qq. Jasa pengelolaan parkir; 

rr. Jasa penyondiran tanah; 

ss. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;  

tt. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;  

uu. Jasa pemeliharaan tanaman;  

vv. Jasa pemanenan; 

ww. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, 

dan/atau perhutanan;  

xx. Jasa dekorasi;  

yy. Jasa pencetakan/penerbitan;  

zz. Jasa penerjemahan; 

aaa. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 

Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

bbb. Jasa pelayanan kepelabuhanan; 

ccc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 

ddd. Jasa pengelolaan penitipan anak; 

eee. Jasa pelatihan dan/atau kursus; 

fff. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 
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ggg. Jasa sertifikasi; 

hhh. Jasa survey; 

iii. Jasa tester; dan 

jjj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(7) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya 

tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(8) Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat 

(1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai 

contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

 

Pasal 2 

 

(1) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi 

(migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf i adalah jasa penunjang 

berupa: 

a. Jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen 

secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur; 

b. Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur 

semen untuk maksud-maksud: 

1. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; 
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2. Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; 

3. Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan 

4. Penutupan sumur. 

c. Jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa 

bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke 

dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan 

tersumbatnya pipa. 

d. Jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya 

tembus formasi dan menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan 

material penyumbat yang tidak diinginkan; 

e. Jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal 

cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang 

mempunyai daya tembus sangat kecil; 

f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang 

dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru 

yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli 

formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang 

telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur; 

g. Jasa uji kandung lapisan (drill steam testing), penyelesaian sementara suatu 

sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi; 

h. Jasa reparasi pompa reda (reda repair); 

i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan; 

j. Jasa penggantian peralatan/material; 

k. Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur; 

l. Jasa mud engineering; 

m. Jasa well logging dan perforating;  

n. Jasa stimulasi dan secondary decovery; 
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o. Jasa well testing dan wire line service; 

p. Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling; 

q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling; 

r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling; 

s. Jasa directional drilling dan surveys; 

t. Jasa exploratory drilling; 

u. Jasa location stacking/positioning; 

v. Jasa penelitian pendahuluan; 

w. Jasa pembebasan lahan; 

x. Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan lahan, pembuatan sumur 

air, penggalian lubang cadangan, dan lain-lain; 

y. Jasa pemasangan peralatan rig; 

z. Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang rig; 

aa. Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil; 

ab. Jasa penggalian lubang tambahan; 

ac. Jasa penanganan penempatan sumur dan akses transportasi; 

ad. Jasa penanganan arus pelayanan (service line) dan komunikasi; 

ae. Jasa pengelolaan air (water system); 

af. Jasa penanganan rigging up dan/atau rigging down; 

ag. Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lain seperti peralatan 

(tools), perlengkapan (equipment) dan kelengkapan lain; 

ah. Jasa penyelaman dan/atau pengelasan; 

ai. Jasa proses completion untuk membuat sumur siap digunakan; 

aj. Jasa pump fees; 

ak. Jasa pencabutan peralatan bor; 

al. Jasa pengujian kadar minyak; 

am Jasa pengurusan legalitas usaha; 

an. Jasa sehubungan dengan lelang; 
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ao. Jasa seismic reflection studies; 

ap. Jasa survey geomagnetic, gravity, dan survey lainnya; dan 

aq. Jasa lainnya yang sejenis yang terkait di bidang pengeboran, produksi dan/atau 

penutupan pertambangan minyak dan gas bumi (migas). 
 

(2) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan 

penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (6) huruf j adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang 

pertambangan umum berupa: 

a. Jasa pengeboran; 

b. Jasa penebasan; 

c. Jasa pengupasan dan pengeboran; 

d. Jasa penambangan; 

e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali Jasa angkutan umum; 

f. Jasa pengolahan bahan galian; 

g. Jasa reklamasi tambang; 

h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan 

penggalian/pemindahan tanah; 

i. Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi;  

j. Jasa pengurusan legalitas usaha; 

k. Jasa peminjaman dana; 

l. Jasa pembebasan lahan;  

m. Jasa stockpiling; dan 

n. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum. 

(3) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (6) huruf k adalah berupa: 

a. Bidang aeronautika, termasuk: 
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1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain 

sehubungan dengan pendaratan pesawat udara; 

2. Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge); 

3. Jasa pelayanan penerbangan; 

4. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses 

pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan 

pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat 

udara di darat; dan 

5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika. 

b. Bidang non-aeronautika, termasuk: 

1. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; dan 

2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.  

 

(4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ab adalah 

pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses 

pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang 

spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu 

yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, 

dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. 

(5) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (6) huruf ad adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa 

penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, 

pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan 

lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. 

(6) Jasa freight forwarding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak 

adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk 
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mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman 

dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat 

mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, 

pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan 

dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman 

barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan 

pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang 

berhak menerimanya. 
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